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ABSTRAK 
 

 
 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN WANPRESTASI 

DALAM PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 

DI PT. ADIRA FINANCE PALEMBANG 

 

 

TRIA MILLENIA 

 

 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan 

Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari 

wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang 

berupa peninggalan fisik maupun arsip. 

Pembiayaan PT. Adira Finance Palembang yang merupakan perusahaan 

pembiayaan yang melakukan transaksi jual-beli secara kredit terhadap suatu produk 

yang ada pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang, yaitu 

pembiayaan motor, mobil, dana tunai, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 

elektronik dan furniture. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam 

perjanjian pembiayaan atau kontrak tersebut cenderung lemah sementara posisi PT. 

Adira Finance Palembang cenderung lebih kuat sebab secara sadar tidak sadar, 

konsumen “dipaksa” setuju untuk apa yang telah dituliskan dalam perjanjian 

pembiayaan. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pembiayaan PT. Adira Finance 

Palembang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering dipakai untuk 

menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat 

merugikan konsumen itu sendiri. Pada hakekatnya, terdapat dua bagian hukum 

penting yang menjadikan suatu landasan kebijakan perlindungan konsumen di 

Indonesia, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari 

segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan 

nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan 

pembangunan nasional bertujuan diwujudkan melalui sistem pembangunan 

ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak 

dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut (UUPK ). Lahirnya 

Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk 

memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita dalam transaksi suatu 

barang dan jasa, dimana Undang- Undang Perlindungan Konsumen menjamin 

adanya kepastian hukum bagi konsumen. Dalam UUPK yang dimaksud dengan 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
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hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.1 

 

Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang atau 

jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.2 

 

Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat 

asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung 

sifat yang melindungi kepentingan konsumen.3 

Masalah perlindungan konsumen bukanlah masalah baru, saat ini 

batasan hukum perlindungan konsumen masih beragam. Secara umum para 

ahli sepakat bahwa hukum perlindungan konsumen ini bertujuan untuk 

melindungi suatu kepentingan konsumen dan menyeimbangkan kedudukan 

konsumen dan pelaku usaha. Hingga saat ini, kedudukan konsumen tetap 

berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan 

terhadap kepentingannya.Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha 

yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan 

kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing 

pihak. 

Pada suatu perusahaan pembiayaan salah satunya di perusahaan 

pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang tidak luput dari adanya keluhan- 

keluhan konsumen, seperti dari bunga cicilan yang terlalu tinggi dan proses 

1 Janus Sidablok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti, halaman 7. 
2 Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, 

halaman 11. 
3 Az. Nasution. 2003. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Teropong: 

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, halaman 6-7. 
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yang terlalu lama. 

 

Konsumen memiliki hak dasar dalam Guidelenes For Consumer 

Protection Of 1985 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

yang menyatakan: 

Konsumen dimanapun mereka berada memiliki hak-hak dasar 

sosialnya. Yang dimaksud hak dasar tersebut adalah Hak untuk 
mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Hak untuk 

mendapatkan keamanan dan keselamatan. Hak untuk memilih. Hak 
untuk didengar. Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hak untuk 

mendapatkan kebutuhan hidup manusia.4 

 

Perlindungan konsumen adalah hak asasi yang sudah sewajarnya 

didapatkan oleh para konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia 

memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya 

dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa 

dilakukan dengan penuh optimisme.5 

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum dalam 

menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen melalui peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun1999 

tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dijamin oleh 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 

adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan 

konsumen.Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya berdasarkan hukum 

untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau menentukan 

4 Az. Nasution. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Medika, 

halaman 7. 
5 Abdur Atsar dan Rani Apriani. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: 

Deepublish, halaman 33. 
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pilihannya atas barang atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau 

membela hak-haknya apabila merasa dirugikan.6 

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul 

sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antra produsen dengan 

konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh produsen.7 

Terdapat empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi 

antara lain: 

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa 

sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut 

Pembukaan UUD 1945. 

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak 

negatif penggunaan teknologi. 

3. Melindungi konsumen perlu untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat 

jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan 

pembangunan nasional. 

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin dana pembangunan yang 

bersumber dari masyarakat konsumen.8 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga 

pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus 

 

6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
7 Ahmadi Miru. 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1. 
8 Janus Sidabalok. Op.Cit. halaman 6. (dari Janus Sidabalok), Loc. Cit. 
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didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan 

konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.9 

Transaksi jual-beli yang dilakukan secara kredit terhadap suatu produk 

yang ada pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang, yaitu 

pembiayaan motor, mobil, dana tunai (BPKB), elektronik dan furniture. 

Pada suatu perjanjian bukan hanya menyangkut antara seseorang 

dengan orang lain, tetapi dapat juga antara seseorang dengan lembaga-lembaga 

atau badan hukum. Seperti halnya antara PT. Adira Finance dengan konsumen. 

Apabila kita mengadakan perjanjian dengan badan-badan hukum, maka kita 

harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh badan 

hukum tersebut. 

Dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, maka para pihak 

akan dibebani suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh para pihak dalam setiap perjanjian. Pemenuhan prestasi adalah hakekat 

dari perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan setiap 

perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat atau untuk tidak 

berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 

Pada Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian, 

 

yaitu: 

 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 
 
 

9 Otoritas Jasa Keuangan. Melalui https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga- 

Pembiayaan.aspx. diakses 19 September 2020. 
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3. Adanya objek. 

 

4. Adanya kausa yang halal. 

 

Apabila suatu perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak, maka bagi 

pihak yang melakukan kelalaian tersebut akan dibebani tanggung jawab, 

kelalaian dalam melaksanakan suatu perjanjian sering disebut dengan 

wanprestasi. 

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, dimana menurut M. Yahya 

Harahap, wanprestasi merupakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya 

atau tidak dilakukan dengan semestinya.10
 

Wanprestasi adalah ingkar janji, dalam praktik sering dijumpai ingkar 

janji menurut Setiawan, yaitu dalam hukum perdata. Ada tiga bentuk ingkar 

janji, yaitu: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

 

2. Terlambat memenuhi prestasi. 
 

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.11
 

 

Setiap konsumen yang telah memperoleh pembiayaan baik berupa 

pembiayaan mobil, motor, elektronik, furniture dan pembiaayaan dana tunai, 

maka ia harus menggembalikannya tepat pada saat yang telah ditentukan. 

Tetapi apabila pada saat yang telah ditentukan itu konsumen tidak memenuhi 

kewajibannya, maka konsumen dinyatakan lalai atau wanprestasi. 

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, penulis berminat untuk 

membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis 

10 M. Yahya Harahap. 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, halaman 
11 I Ketut Okta Setiawan. 2018. Hukum Perikata. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49. 
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konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KONSUMEN WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN 

PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI PT. ADIRA FINANCE 

PALEMBANG”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen wanprestasi dalam 

pembayaran pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang? 

2. Bagaimanakah penyelesaian sangketa apabila salah satu pihak wanprestasi ? 

 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran 

perlindungan hukum terhadap konsumen pada perusahaan pembiayaan di PT. 

Adira Finance Palembang, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal- 

hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen wanprestasi 

dalam pembayaran pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance 

Palembang. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyelesaian sangketa apabila salah 

satu pihak ternyata wanprestasi. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan  

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

pada Almamater. 

 
 

D. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan 

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.12
 

2. Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang atau jasa 

untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.13
 

3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk 

melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, 

dan/atau usaha Kartu Kredit. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

12 C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka, halaman102. 
13 Shidarta. Op. Cit. halaman 1. 
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Perusahaan Pembiayaan, yaitu: 

 

a. Sewa guna usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal baik secara Sewa Pembiayaan (Finance Lease) 

maupun Sewa Operasional (Operating Lease). 

b. Anjak piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut 

pengurusan atas piutang tersebut. 

c. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. 

d. Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan 

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 

pembayaran secara angsuran.14
 

 

E. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dan 

penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu 

sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan 

bahwa metode penelitan hukum merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan 

konsisten.15
 

 

14 Sikapiuangmu. Melalui https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257. 

diakses 19 September 2020. 
15 Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 

17. 
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Metode peneltian penulisan skripsi ini terdiri dari: 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang 

digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian 

empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang 

didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati 

hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. 

 
 

2. Jenis Data 

 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergdalam penelitian 

ini adalah data primer dan sekunder. 

a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum 

empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak 

terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui 

wawancara dan observasi.16
 

b. Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan 

artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 

konsumen pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance 

Palembang. 

16 Bambang Sunggono. 2008. Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Rajawali Pers, 

halaman 15. 
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3. Pengumpulan Data 

 

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelitian Lapangan 

 

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana 

peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa 

pihak terkait yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memilik 

data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara tersebut akan 

dilakukan di PT. Adira Finance Palembang. 

b. Penelitian Kepustakaan 

 

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 

dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang- 

undangan, buku-buku dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah 

yang menjadi pembahasan. 

 
 

4. Analisis Data 

 

Menyesuaikan dengan permasalahn yang menjadi pokok pembahasan 

penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian 

dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam 

bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga 

memudahkan interprestasi data dan pembahasan hasil penelitian guna 

menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang 

kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini. 
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F. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab 

memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan 

merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin- 

poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapaun 

poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Perlindungan 

Hukum, Perlindungan Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan 

yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur riview yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu 

Perlindungan Hukm Terhadap Konsumen Pada Perusahaan 

Pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang dan Cara 

Penyelesaiannya Apabila Salah Satu Pihak Ternyata Wanprestasi. 
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BAB IV : PENUTUP 

 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus 

sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya. 
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